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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Apakah rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh orang asing 

dapat dijadikan jaminan utang? 

Ketentuan untuk dapat membebankan rumah tempat tinggal atau hunian yang 

dimiliki oleh Orang Asing, secara ekplisit muncul di dalam Pasal 16 Ayat (1) 

dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di 

Indonesia yang ketentuannya berbunyi, ―Rumah tempat tinggal atau hunian 

yang dimiliki oleh Orang Asing dapat dijadikan jaminan utang dengan 

dibebani dengan Hak Tanggungan.‖ Yang ayat pada (3) nya menetapkan 

bahwa: ―Pembebanan dengan Hak Tanggungan dan peralihan hak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.‖ 

 Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menetapkan bahwa, peraturan 

perundang-undangan yang dimaksud di dalam undang-undang ini yang di 

dalamnya termasuk peraturan menteri memiliki kekuatan mengikat. 

Kedudukan Peraturan Menteri yang dibentuk setelah berlakunya Undang-

Undang Peraturan Perundang-undangan, baik yang dibentuk atas dasar 

perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang 

dibentuk atas dasar kewenangan di bidang urusan pemerintahan tertentu yang 

ada pada menteri, berkualifikasi sebagai peraturan perundang-undangan. 

Dengan demikian, Peraturan Menteri tersebut memiliki kekuatan hukum yang 
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bersifat mengikat umum dan dapat dijadikan objek pengujian pada Mahkamah 

Agung, apabila dianggap bertentangan dengan undang-undang.  Dalam hal ini 

berarti pelaksanaan pembebanan rumah tempat tinggal tatau hunian yang 

dimiliki oleh Orang Asing berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan ayat 

(3) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara 

Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat 

Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia 

memiliki kekuatan hukum. 

 

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan 

Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia membuka kemungkinan Orang Asing untuk dapat memiliki rumah 

tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Hal ini didasarkan pada bunyi Pasal 1 

Angka (1) peraturan pemerintah ini menetapkan bahwa ―Orang Asing yang 

Berkedudukan di Indonesia yang selanjutnya disebut Orang Asing adalah 

orang yang bukan Warga Negara Indonesia yang keberadaanya memberikan 

manfaat, melakukan usaha, bekerja, atau berinvestasi di Indonesia.‖ 

Isi ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya dua syarat Orang 

Asing untuk dapat memiliki rumah yaitu mengenai pengertian berkedudukan 

di Indonesia dan memberikan manfaat, melakukan usaha, bekerja atau 

berinvetasi di Indonesia. Terhadap kedua syarat ini merujuk pada dua surat 

edaran yang berkenaan yaitu: 

 Surat Edaran Menteri Agraria/Ka. BPN Tanggal 8 Oktober 1996 No. 

110-2871 halaman 2 butir 2 yang menyebutkan bahwa: ―Mengenai 

orang asing yang dapat mempunyai rumah di Indonesia. Orang asing 

yang dapat memiliki rumah di Indonesia adalah orang asing yang 

kehadirannya di Indonesia memberi manfaat bagi pembangunan 
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nasional, yaitu memiliki dan memelihara kepentingan ekonomi di 

Indonesia dengan investasinya untuk memiliki rumah tempat tinggal 

atau hunian di Indonesia.‖ 

 Surat Edaran Menteri Negara Perumahan Rakyat No. 124/Um 

0101/M/12/97 Tanggal 11 Desember 1997 yang menyatakan bahwa: 

―Orang Asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat 

bagi pembangunan nasional yaitu Orang Asing yang melakukan 

berbagai usaha di bidang: ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan 

dan kebudayaan, agama, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan 

politik, aparatur negara, penerangan, komunikasi san media massa, 

pertahanan keamanan, yang kesemuanya itu dapat meningkatkan 

pertumbuhan ekonomi dan/atau menciptakan lapangan usaha dan/atau 

lapangan kerja.‖ 

Walaupun surat edaran ini sudah tidak berlaku lagi karena mengingat 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau hunain oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di 

Indonesia sudah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku karena digantin dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di 

Indonesia, meskipun demikian ketentuan tentang persayaratan ini tetap dinilai 

tetap relevan karena pada peraturan pemerintah yang baru dikeluarkan 

peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri Agraria namun tidak 

menjelaskan sebagai mana yang dimaksud surat edaran menteri diatas.  

2. Bentuk rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing yang bagaimana 

yang dapat dijadikan jaminan utang? 

Dalam perkembangannya, untuk dapat memiliki rumah tempat tinggal atau 

hunian di Indonesia dengan alas hak atas tanah berupa Hak Pakai di 

Indonesia, maka: 
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 Bagi orang asing yang berkedudukan di Indonesia pengajuannya 

cukup dengan menunjukan paspor, visa atau izin tinggal yang telah 

memenuhi persyaratan. 

 Namun untuk Orang Asing yang ingin dapat membebankan rumah 

tempat tinggal atau hunian yang dimilikinya harus berkedudukan di 

Indonesia, yang bertempat tinggal secara tetap bukan hanya berkala. 

Hal ini berkenaan dengan adanya aturan mengenai larangan pemberian 

kredit/jaminan utang kepada bukan penduduk. 

Berdasarkan UUPA Orang Asing di Indonesia berhak atas hak atas tanah 

berupa Hak Pakai. Namun dalam untuk memiliki rumah orang asing berhak 

terhadap rumah tempat tinggal atau hunian yang berada di atas tanah Hak 

Pakai saja, baik Hak Pakai atas tanah negara atau Hak Pakai atas tanah Hak 

Milik. 

Bentuk rumah orang asing yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri 

Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Pelepasan, 

Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian 

Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia, diantaranya: 

 rumah tunggal diatas diatas tanah Hak Pakai; 

 rumah tunggal diatas tanah Hak Pakai atas Hak Milik,  

 rumah tunggal diatas tanah Hak Pakai perubahan dari Hak Milik atau 

Hak Guna Bangunan; 

 saturan rumah susun diatas tanah Hak Pakai 

 saturan rumah susun diatas tanah perubahan dari Hak Milik 

3. Jaminan utang seperti apakah yang dapat dijaminkan pada rumah tempat 

tinggal atau hunian bagi orang asing? 

Untuk ketentuan pembebanan sarusun yang dimiliki oleh Orang Asing, oleh 

karena kepemilikan sarusun oleh Orang Asing berupa Sertifikat Hak Milik 
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satuan rumah susun (SHM Sarusun), makan berdasarkan Undang-Undang 

Rumah susun pembebanannya dapat dilakukan dengan Hak Tanggungan. 

 

Pembebanan rumah tempat tinggal atau hunian yang dimiliki oleh Orang 

Asing jika disesuaikan dengan obyek Hak Tanggunan yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah 

Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, obyek Hak Tanggungan 

diantaranya: 

 Hak atas tanah berupa Hak milik, Hak Guna Bangungan, Hak Guna 

Usaha serta Hak Pakai atas Tanah Negara; 

 dibebankan kepada bangunan atau benda-benda lain yang merupakan 

satu kesatuan atau melekat dengan tanah yang menjadi objek Hak 

Tanggungan ataupun; 

 dapat dibebankan kepada bangunannya saja dengan persetujuan 

pemilik tanah; 

Oleh karena itu pembebanan dengan Hak Tanggungan terhadap rumah tempat 

tinggal atau hunian yang dimiliki oleh Orang Asing dapat dilakukan, berupa: 

 hak atas tanahnya saja ataupun hak atas tanah berserta bangunan 

rumah di atasnya yang merupakan satu kesatuan dengan hak atas 

tanahnya, pembebanan hanya dapat dilakukan terhadap rumah tempat 

tinggal atau hunian yang dimiliki oleh Orang Asing yang dibangun di 

atas tanah dengan Hak Pakai atas Tanah Negara.  

 untuk pembebanan yang dilakukan terhadap bangunan rumah tempat 

tinggal atau hunian saja tanpa membebankan hak atas tanahnya dapat 

dilakukan terhadap  semua bentuk rumah tempat tinggal atau hunian 

yang dimiliki Orang Asing berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan 

Menteri ATR tentang Kepemilikan Rumah Orang Asing di Indonesia. 
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B. Saran  

1. Ketentuan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 Tentang Tata 

Cara Pemberian, Pelepasan, Atau Pengalihan Hak Atas Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di 

Indonesia yang mengatur ketentuan pembebanan melakukan perluasan 

ketentuan yang diterbitkannya, melebihi wewenang dari Peraturan Pemerintah 

yang memberikan kewenangan tersebut. Perluasan kewenangan dalam 

peraturan menteri ini sebaiknya diperbaiki melalui ketentuan Pemerintah yang 

memberikan kewenanga bagi kementrian untuk mengatur mengenai 

pembebanan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing. Apabila 

ketentuan pembebanan ini sesuai dengan tujuan kewenangan yang dimaksud 

dan tidak merugikan Warga Negara Indonesia serta kepentingan nasional 

Negara Indonesia. 

2. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah 

Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di 

Indonesia tidak diatur mengenai batasan jumlah kepemilikan rumah tempat 

tinggal atau hunian yang dapat dimiliki oleh orang asing. Namun sebenarnya 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 Tentang 

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang 

Berkedudukan Di Indonesia yang merupakan peraturan yang sebelum diubah 

dengan peraturan diatas, diatur mengenai batasan bahwa Orang Asing dapat 

memiliki hanya 1 (satu) buah rumah dengan tujuan pembatasan ini adalah 

untuk menjaga agar kesempatan pemilikan tersebut tidak menyimpang dari 

tujuannya, yaitu sekedar memberikan dukungan yang wajar bagi 

penyelenggaraan usaha orang asing tersebut di Indonesia. Dengan tidak 

diaturnya batasan jumlah kepemilikan rumah tempat tinggal yang dimiliki 

oleh Orang Asing pada Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang 

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang 
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Berkedudukan di Indonesia, penulis merasa perlu untuk peraturan menteri 

tersebut memperjelas alasan serta tujuan dengan tidak menetapkan batasan 

jumlah kepemilikan rumah tempat tinggal oleh Orang Asing.  

3. Persyaratan kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi Orang Asing 

berdasarkan pada bagian penjelasan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 

Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh 

Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, izin tinggal yang dapat 

menjadi persyaratan orang asing di Indonesia merupakan izin tinggal 

diplomatik, izin tinggal dinas, izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, 

dan izin tinggal tetap. izin tinggal kunjungan dirasa kurang tepat untuk dapat 

menjadi syarat kepemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang 

asing. Alasannya, izin tinggal kunjungan memiliki jangka waktu 14 (empat 

belas) hari atau 2 (dua) minggu, sehingga untuk jangka waktu yang sikat 

seperti ini dirasa kurang tepat untuk dapat membeli atau memiliki rumah 

tempat tinggal atau hunian di Indonesia. Kemudian, kepemilikan rumah 

tempat tinggal bagi orang asing dengan jangka waktu yang hanya kurang 

lebih 14 (empat belas) hari di Indonesia tidak sesuai dengan tujuan pemberian 

rumah itu sendiri dan dapat menyalagunaan fasilitas kepemilikan rumah yang 

diberikan, seperti contohnya Orang Asing berbisnis property di Indonesia. 

Terlebih lagi kepentingan nasional yang lebih penting yang tidak boleh 

dilalaikan adalah memenuhi kebutuhan Warga Negara Indonesia akan rumah 

tempat tinggal. 

4. Berdasarkan UUPA, Undang-Undang HGU, HGB, dan Hak Pakai, serta 

Undang-Undang Hak Tanggungan, memberikan ketentuan bahwa Hak Pakai 

bisa digunakan sebagai jaminan dalam perkreditan. Namun dalam 

pelaksanaannya hal tersebut sulit untuk dilakukan tanpa adanya panduan atau 

peraturan pelaksana yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa 

Keuangan. Untuk itu, pelaksanaan penerimaan rumah tempat tinggal atau 

hunian yang dimiliki oleh Orang Asing yang berada diatas alas Hak Pakai, 
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untuk dapat dijaminkan dengan Hak Tanggungan  membutuhkan peraturan 

pelaksanaan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Jasa 

Keuangan. Karena untuk bank mau menerima Hak Pakai sebagai salah satu 

objek dari Hak Tanggungan tidak dapat dilakukan begitu saja, membutuhkan 

peraturan yang menjamin terlaksananya hal tersebut. 
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